
BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 9I TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR BIAYA DAN SATUAN HARGA

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun

2014 agar berjalan lebih efisien dan efektif sesuai dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku, perlu ditetapkan

Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten

JeDara Tahun 2014:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud

pada hurlf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten

JeDara Tahun 2014.

Mengingat : l. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 195O tentang

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik-lndonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara.

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

484411

BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 

NOMOR 2] TAHUN 2013 

TENTANG 

STANDAR BIAYA DAN SATUAN HARGA 
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2014 agar berjalan lebih efisien dan efektif sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku, perlu ditetapkan 
Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten 
Jepara Tahun 2014; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten 
Jepara Tahun 2014. 

Mengingat : I. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang ­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 



3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Da.
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (l-embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5.

6.

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 2l Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Kedudukal Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan I-embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun

2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

8 .

3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 712); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855); 

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 



9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.O2/2OI'3

tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2OI4l

lo.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor l0 Tahun 2006

tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun

2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2006

tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 11, Tambaha.

Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4).

MEMUTUSKAN

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA DAN SATUAN

HARGA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014

Pasal 1

Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2014

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan inl.

Pasal 2

Standar Biaya dan Satuan Harga sebagaimana di maksud dalam Pasal 1

merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

sebesar loyo (sepuluh persen) sebagai pedoman penJrusunan perencanaan dan

pelaksanaan anggaran Tahun 2014.

Pasal 3

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada jenis

barang yang ditentukan, harga satuan yang berlaku pada saat

pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

Dalam hal pemeliharaan dan pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan harus tetap memenuhi

asas akuntabilitas dalam rangka mewujudkan efisiensi anggaran dan
, , - . { ^ - ^ - -  - , - - d

(r)

12)

r 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014; 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2013 ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 
2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4). 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA DAN SATUAN 
HARGA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014 

Pasal 1 

Standar Biaya clan Satuan Harga Pemerintah Ka bu paten Jepara Tahun 2014 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal2 

Standar Biaya dan Satuan Harga sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 
merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan 

pelaksanaan anggaran Tahun 2014. 

Pasal 3 

( 1) Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada jenis 
barang yang ditentukan, harga satuan yang berlaku pada saat 

pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi 
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini. 

(2) Dalam hal pemeliharaan dan pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan harus tetap memenuhi 
asas akuntabilitas dalam rangka mewujudkan efisiensi anggaran dan 



l/
Pasal 4

(1) Standar harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas, suku

cadang kendaraan bermotor, buku-buku perpustakaan, ditetapkan

mendasarkan pada harga dasar yang dikeluarkan oleh Agen Trrnggal

Pemegang Merk (ATPM) dan harga penerbit.

(2) Standar harga satuan obat-obatan non generik mendasarkan harga netto

apotik.

(3) Standar harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 5

Apabila dalam anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga

tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai akibat fluktuasi mata

uang rupiah yang berdampak nasional akan ditetapkan perubahan tersebut oleh

Bupati.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2014'

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara'

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 2 ov4oan Zo\t

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara

pada tanggal 2- OV@be'' 2Dtb

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

LIH

BERITA DAERAH_ KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013 NOMOR 246

L 
Pasal4 

(1) Standar harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas, suku 
cadang kendaraan bermotor, buku-buku perpustakaan, ditetapkan 
mendasarkan pada harga dasar yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal 
Pemegang Merk (ATPM) dan harga penerbit. 

(2) Standar harga satuan obat-obatan non generik mendasarkan harga netto 
apotik. 

(3) Standar harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang 
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 

Pasal5 

Apabila dalam anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga 
tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai akibat fluktuasi rnata 
uang rupiah yang berdarnpak nasional akan ditetapkan perubahan tersebut oleh 
Bupati. 

Pasal 6 

Peraturan ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2014. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Jepara. 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 2 doo 2013 

BUPATI JEPARA, 

EE 
AHMAD MARZUQI 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 2 OK&Doe 200 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

LIH 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013 NOMOR 244% 


